DPRD Tagih Solusi Bupati ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

kepada awak media belum
lama ini.

Masih dilanjutkan Endang,
jika di daerah RPJMD tahun
2021-2025 untuk menyu-
sun rencana strategis yang
akan terdokumenkan pada
RKPD Dinas atau SKPD
juga harus selaras dengan
RPJMN tersebut.

Endang menuturkan, Ren-
cana Kerja Pemerintah Dae-
rah (RKPD) harus dilakukan
dalam bentuk rumusan ke-
bijakan atau program keg-
iatan dan pembiayaan yang
mengacu pada indikator
terukur.

“Saya berharap pemerin-
tah daerah fokus dan segera
mengekspos visi-dan mis-
inya yang nanti akan men-

jadi dokumen Perda dalam
RPJMD 2021-2025 dengan
legislatif,” ujarnya.

Soal banjir, Endang men-
yarankan Pemkab Karawang
harus mengubah pola kebi-
jakan yang tadinya kuratif
dan rehabilitatif agar men-
jadi lebih preventif dalam
mengatasi banjir ini pada
bulan Desember hingga
awal Maret.

Apalagi. tutur Endang,
yang saat ini menjadi fokus
pada persoalan banjir be-
lum lama ini yang melanda
12 Kecamatan dan 34 Desa
di Karawang tidak bisa dik-
erjakan sendiri, “Pemerin-
tah Kabupaten Karawang
tidak bisa berdiri sendiri,
baik secara regulasi ataupun

secara budgeting, karena
banjir sendiri tidak hanya
bersumber dari sungai yang
ada di Karawang, tapi juga
berasal dari daerah lain,”
imbuhnya.

“Biasanya di jalur timur
itu masuk dari Kabupaten
Purwakarta dan Subang,
potensi banjir itu berasal
dari sungai Ciherang dan
sungai Cilamaya yang telah
mengenangi sekitar Jatisari
dan Cilamaya,” ujarnya..

“Untuk wilayah tengah air
berasal dari Citarum yang
hulunya berada di wilayah
Bandung yang kemudian
hilirnya bertemu di wilayah
antara Sungai Cibeet dengan
Citarum di wilayah Bojong
Kabupaten Bekasi, sehingga
air menggenangi wilayah
Telukjambe, Karawang kota,

dan sebagian perbatasan
Karawang-Bekasi hilirnya,”
papar Endang.

Sehingga dikatakan En-
dang, dengan demikian per-
soalan banjir bukan hanya -
persoalan Pemerintah Dae-
rah, tapi dikatakan Endang,
Pemerintah Daerah dalam
hal ini Kepala Daerah harus
bertindak proaktif mengin-
iasasi penuntasan masalah
banjir tersebut.

“Saya berharap, bagaima-
na pemerintah daerah
dalam mengatasi banjir ini
segera membuat tim reaksi
cepat, serta kolaboratif yang
berasal dari lintas sekto-
ral OPD. Termasuk BPBD,
PUPR, PRKP, Distan, Dinsos,
Bersama TNI Polri serta
Provinsi, BBWS dan PJT 2.
tutupnya. (bbs/mbhs)



